
ANALISA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana 

Khusus Perdagangan Orang)    

 

Rochid Wahyudi , Munajah , Ningrum Ambarsari 

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al Banjari  Banjarmasin, NIM18810582 
2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al Banjari  Banjarmasin, NIDN1130017601 
3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al Banjari  Banjarmasin, NIDN1111107401 

Email : rochidwahyudi123@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengalisis 

Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus 

Perdagangan Orang. Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini 

mencakup: Pertama, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana 

perdagangan orang? Kedua, Bagaimana aspek pertanggungjawaban hukum para 

pihak dalam tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum dari 

studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, pengaturan 

komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diakomodir dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan beraturan perundang-undangan pelaksana dibawahnya. 

Pada pokoknya disebutkan jika perdagangan orang, khususnya perempuan dan 

anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia 

dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir 

e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang 

terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam 

negeri. Kedua, pertanggungjawaban hukum para pihak dalam tindak pidana 

perdagangan orang didasarkan pada Putusan No. 119/PID.SUS/2018 ialah diancam 

dengan pidana penjara dan pidana denda. Sayangnya dalam Putusan No. 

119/PID.SUS/2018 mempersamakan vonis antara dader dengan medeplichtige 

yang seharurnya hukuman maksimumnya dikurangi 1/3. Selain itu, tindak pidana 

perdagangan orang pada dasarnya merupakan extra ordinary crime yang lazimnya 

diancam dengan hukuman maksimum justru tidak direalisasikan dalam Putusan No. 

119/PID.SUS/2018. Padahal salah satu terdakwanya merupakan residivis. Oleh 

sebab itu, dalam tindak pidana perdagangan orang pertimbangan hakim mengenai 

jumlah korban, modus kejahatan dan waktu kejadian perlu ditekankan ketika 

memutus perkara. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang 

mailto:rochidwahyudi123@gmail.com


 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to find out and analyze the Supreme Court 

Decision No. 119/PID.SUS/2018 concerning Special Crimes for Human 

Trafficking. The problems that the authors examine in this study include: First, 

what are the forms of legal arrangements for the crime of human trafficking? 

Second, what are the aspects of legal responsibility of the parties in the crime of 

human trafficking? This research is normative legal research that is qualitative in 

nature by collecting legal materials from literature and laws and regulations. 

From this research, the results obtained are that first, comprehensive 

regulations regarding the crime of human trafficking have been accommodated in 

Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in 

Persons and the implementing legislation under it. In essence, it is stated that 

trafficking in persons, especially women and children, is an act that is contrary to 

human dignity and violates human rights, so it must be eradicated. It is further 

emphasized in point e that human trafficking has spread in the form of organized 

and unorganized crime networks, both inter-state and domestic. Second, the legal 

responsibility of the parties to the crime of human trafficking is based on Decision 

No. 119/PID.SUS/2018 is punishable by imprisonment and a fine. Unfortunately in 

Decision No. 119/PID.SUS/2018 equates the verdict between dader and 

medeplichtige which should have reduced the maximum sentence by 1/3. Apart from 

that, the criminal act of human trafficking is basically an extra-ordinary crime that 

is usually threatened with a maximum penalty, which was not realized in Decision 

No. 119/PID. SUS/2018. However, one of the accused is a recidivist. Therefore, in 

the crime of human trafficking, the judge's consideration of the number of victims, 

the mode of crime, and the time of the incident needs to be emphasized when 

deciding the case. 
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